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Ikhtisar Putusan

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan dengan
adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (UU 6/2018)
dikarenakan adanya pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang ditetapkan
berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU 6/2018 dan PSBB tersebut membatasi aktivitas Pemohon;

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi (Mahkamah), oleh karena yang
dimohonkan pengujian formil undang-undang in casu UU 6/2018, maka Mahkamah berwenang
untuk mengadilli permohonan a quo.

Berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, walaupun diuraikan secara singkat
namun Mahkamah dapat memahaminya. Dalam hal ini, Pemohon menyatakan diri sebagai
perseorangan warga negara Indonesia yang potensial dirugikan hak konstitusionalnya dengan
berlakunya Pasal 10 ayat (1) UU 6/2018. Pemohon juga telah dapat menjelaskan adanya
hubungan sebab akibat (causal verband) antara anggapan kerugian konstitusional yang bersifat
potensial yang akan dialami dengan berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujian.
Dengan demikian terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil permohonan Pemohon perihal
pertentangan norma dalam Pasal 10 ayat (1) UU 6/2018 yang dimohonkan pengujian dalam
permohonan a quo, Mahkamah berpendapat, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk
bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo.



Bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon
memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo, maka
selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.

Bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas maka dengan bersandar pada Pasal 54
UU MK, tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak
sebagaimana disebut dalam Pasal 54 UU MK dimaksud.

Pemohon pada pokoknya mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 10 ayat (1) UU 6/2018
karena beberapa alasan vyaitu, (i) Pasal 10 ayat (1) UU 6/2018 melanggar konstitusi karena
menempatkan kekuasaan pemerintahan di atas kedaulatan rakyat; (i) Pasal 10 ayat (1) UU
6/2018 melanggar hierarki hukum yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; dan (iii) Pasal 10 ayat (1)
UU 6/2018 adalah peraturan yang absen dari checks and balances, karena tidak melibatkan
masyarakat sebagai pihak yang akan menjalankan akibat dari keputusan tersebut.

Bahwa terhadap dalii Pemohon a quo, Mahkamah berpendapat, PSBB baru dapat
dilaksanakan setelah adanya pernyataan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat oleh
pemerintah, dan memang sudah tepat bahwa Pemerintah Pusat merupakan pihak yang
berwenang untuk menetapkan atau mencabut Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Dalam
suatu negara demokrasi, secara postulat telah diterima kebenaran bahwa rakyat merupakan
pemegang kedaulatan tertinggi. Dalam konteks itu pula, Pemerintah mendapatkan mandat dari
rakyat untuk memimpin penyelenggaraan bernegara termasuk dalam kondisi kedaruratan
kesehatan masyarakat. Dengan demikian, tidaklah terdapat persoalan bilamana Pemerintah
yang menetapkan atau mencabut Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Hal demikian sekaligus
tidaklah dapat membenarkan dalil atau penilaian Pemohon bahwa kekuasaan pemerintah di
atas kedaulatan rakyat. Secara konstitusional, berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD
1945, Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945.
Sementara itu, terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang bukanlah
merupakan kewenangan Mahkamah untuk menguji atau menilainya. Dengan demikian, apabila
Pemohon mempersoalkan selain dari undang-undang termasuk hierarki suatu peraturan
perundang-undangan, in casu Pergub 33/2020, hal demikian bukanlah ranah kewenangan
Mahkamah untuk menilainya. Sementara itu, berkenaan dengan dalil yang menurut Pemohon
tidak melibatkan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan,
terhadap dalil demikian baru dapat diketahui apabila terhadap pembentukan dimaksud dapat
dilakukan pengujian secara formil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan
yang amarnya menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.



